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Abstrak
 

Melihat realita yang berlangsung sekarang ini di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, baik di lingkungan

internal organisasi birokrasi, maupun di lingkungan eksternal -lingkungan sosial, politik, dan budaya

masyarakat- belum terlihat adanya tanda-tanda kesiapan ke arah perubahan sejalan dengan semangat dan

jiwa UU Nomor 22/99.

 

Secara nasional, pemikiran, sikap, tindakan, dan bahkan "jargon-jargon" rerlormasi total terus beriangsung

di lingkungan ekstemal birokrasi, namun di lingkungan internal belum ada tanda-tanda dimulainya

perubahan dan belum terdorong untuk bergegas mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sekaligus

sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Isyarat terpenting untuk diwujudkan dalam mengaktualisasikan dan

mengartikulasikan perubahan secara nasional, demokratis, transparan, efisien, mandiri, berdaya, adil, serta

berkemampuan dan bertanggung jawab, juga belum menampakkan gejala ke arah pergeseran nilai dan

implementasinya di kedua lingkungan birokrasi tersebut.

 

Tantangan utama yang menghadang Pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan UU Nomor

22/99 adalah tuntutan penyesuaian (daya adaptasi) yang tinggi sesuai dengan kebutuhan nyata birokrasi dan

masyarakat berdasarkan kondisi saat ini dan di masa yang akan datang. Kebutuhan-kebutuhan mendesak

yang menuntut pemecahan di masa datang tersebut adalah: perubahan penampilan dan penerapan kekuasaan,

kewenangan yang rasional dan obyektif termasuk pemantapan dan penentuan sejumlah kewenangan,

penetapan besaran organisasi, penyederhanaan sistem dan prosedur, pergeseran kultur birokrasi, kemampuan

dan integritas birokrat, sumber-sumber keuanganfpendapatan, dukungan sarana dan prasarana, peluang

keikutsertaan seluruh komponen lokal, dan lain-lain. Pokok permasalahan dalam menghadapi penerapan UU

Nomor 22/99 adalah perwujudan perubahan yang menuntut daya penyesuaian sejalan dengan jiwa dan

kehendak sistem birokrasi yang bare sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.

 

Apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini adalah penerapan kekuasaan dan

pengelolaan kewenangan yang sentralistis: kendali . pelaksanaan sejumlah urusan organisasi birokrasi

dilakukan secara seragam, sistem dan prosedur interaksi yang rumit (complicated) antar-instansi/unit

organisasi atau dengan masyarakat sehingga berakibat pada tidak efektifnya organisasi dan tidak efisiennya

penyelenggaraan pemerintahan, dan pada gilirannya, organisasi pemerintahan tidak mampu mencapai

tujuannya.

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. dengan metode ini, penulis ingin

membuat satu deskripsi analisis, yaitu membuat gambaran yang sistematis berdasarkan fakta, sifat serta
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hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem birokrasi yang dijalankan selama ini.


